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ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP
SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT

Oleh:
Febby Ressa Odilla

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kewajiban
kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam proses
pelaksanaan program ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan
pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Hubungan ekstensifikasi pajak
dengan penerimaan pajak yaitu melalui adanya program ekstensifikasi pajak, wajib pajak
diarahkan untuk memiliki NPWP. Dengan memiliki NPWP diharapkan wajib pajak dapat
membayar pajak sesuai dengan penghasilan dan ketentuan perpajakan sehingga dapat
membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa (1) Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada kurun
waktu 5 tahun terakhir yaitu 2013-2017 tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan,
hanya saja pada tahun 2015 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP
Pratama Palembang Ilir Barat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur
yang berlaku. (2) Jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun
terakhir selalu mengalami peningkatan. Walaupun jumlah wajib pajak terdaftar pada
tahun 2015 mengalami penurunan, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah
penerimaan pajaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program ekstensifikasi
pajak melalui kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Kata kunci : Efektivitas, Nomor Pokok Wajib Pajak, Ekstensifikasi Pajak
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ABSTRACT

THE ANALYSIS EFFECTIVENESS OF TAX PAYER REGISTRATION
NUMBER OBLIGATORY AS ADDITIONAL FACTOR IN THE
IMPLEMENTATION OF TAX EXTENSIFICATION PROGRAM AT
PALEMBANG ILIR BARAT TAX SERVICE OFFICE

By:
Febby Ressa Odilla

The purpose of this research is to determine how much the effectiveness of tax
payer registration number obligatory as additional factor in the implementation of tax
extensification program at Palembang ilir barat tax service office. The method used in
this study is descriptive qualitative. The researcher conducted data collection through
primary and secondary data. The tax extensification relationship with tax revenue is
through the existence of a tax extensification program, taxpayers are directed to have a
tax payer registration number. By having a taxpayer registration number, it is expected
that taxpayers can pay taxes according to their income and tax provisions so that they
can assist in increasing tax revenue. Based on the result showed that (1) The number of
taxpayers registered at Palembang Ilir Barat tax service office in the last 5 years 2013-
2017 each year has always increased, except that in 2015 the number of registered
taxpayers has decreased. So it can be concluded that the procedure for ownership of tax
payer registration number at Palembang llir Barat tax service office has been carried out
properly in accordance with applicable procedures. (2) The amount of tax revenue each
year during the last 5 years has always increased. Although the number of registered
taxpayers in 2015 has decreased, it has little effect on the amount of tax revenue. It can
be concluded that the tax extensification program through the ownership obligation of the
tax payer registration number does not significantly influence tax revenue at Palembang
Ilir Barat tax service office.

Keywords: Effectiveness, Tax payer Registration number, Tax Extensification
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara
dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalam jangka
panjang masyarakat umum dapat menikmati efek dari pembangunan yang
dilakukan oleh negara tersebut.

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang terbesar bagi sebuah negara,
sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Untuk
mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah Indonesia
melakukan berbagai paya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi. Seperti yang
diketahui kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pajak
memiliki peran yang besar dalam APBN. Dengan demikian besar kecilnya
penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan biaya
yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan negara. Biaya yang
digunakan umtuk mempercepat proses pembangunan seharusnya dikelola dengan
baik oleh pemerintah. Perluasan sumber penerimaan negara dari berbagai sektor
harus lebih diperluas sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dalam

negeri. Tugas pokok pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah
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untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan cita-cita luhur dan tujuan
berbangsa yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dalam melakukan fungsinya sebagai pemerintahan yang sah dan
berdaulat, dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dibentuklah struktur, birokrasi,
dan organisasi pemerintahan yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan
pemerintahan beberapa diantaranya adalah Departemen Keuangan yang sejak
tahun 2009 telah berubah menjadi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari
beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) diantaranya Direktorat Jenderal Pajak
(Ditjen Pajak) yang memiliki tugas pokok menghimpun atau memungut pajak dari
masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan perpanjangan tangan dari
pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah pusat yang
terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan Bea Materai (Christover, 2016).

Selain peran aktif dari para petugas perpajakan, kesadaran dari dalam diri
wajib pajak itu sendiri sangat dituntut karena mengingat pemungutan pajak bukan
pekerjaan yang mudah. Keinginan wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak
merupakan hal yang penting. Salah satu yang menjadi penyebab kurangnya
kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan, yaitu bahwa hasil dari
pemungutan pajak tersebut tidak dapat secara langsung dinikmati oleh para Wajib
Pajak. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret
imbalan dari uang yang mereka keluarkan untuk pembayaran pajak. Berbagai
upaya seperti penyuluhan, pendidikan dan sebagainya tidak banyak mempengaruhi

dalam membangun kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, jika



masyarakat tetap tidak dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain
adanya sanksi, hukuman, dan ancaman dalam Undang-undang sudah cukup jelas
terhadap Wajib Pajak yang masih tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya
(Hardiningsih, 2011).

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan
baik secara nominal maupun secara persentase terhadap pendapatan negara. Hal
ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak
dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, disamping itu
pada tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama
penerimaan negara secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman
luar negeri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam
(Hardiningsih, 2011).

Salah satu kewajiban dari setiap Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri
untuk memperolen NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak tersebut
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP wajib dimiliki oleh
setiap warga Indonesia baik itu orang pribadi maupun badan usaha. NPWP ini
berguna untuk dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau sebagai
acuan untuk membayar pajak. NPWP juga menjadi persyaratan sejumlah lembaga
pelayanan umum seperti pengajuan kredit dan pembuatan paspor.

Target penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan,
maka dari itu sektor perpajakan harus lebih digali dan ditingkatkan lagi demi
kemakmuran negara. Salah satu bemtuk upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program



ekstensifikasi pajak. Tujuan lain dari program ekstensifikasi adalah membenahi
atau menertibkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dengan cara memberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Puspasari, 2016).

Dalam melaksanakan langkah operasional program ekstensifikasi pajak,
guna meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan modernisasi perpajakan.
Modernisasi perpajakan merupakan perubahan yang dilakukan pada layanan
sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Modernisasi perpajakan juga memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban
dari Wajib Pajak dan para petugas pajak sehingga proses ekstensifikasi pajak
dapat terlaksana secara maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Konsep modernisasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak adalah wujud
dari pelaksanaaan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam
penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel.
Modernisasi yang dilakukan Ditjen Pajak mencakup aspek perubahan struktur
organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan dalam cara pelayanan
terhadap Wajib Pajak, mengadakan fasilitas yang memanfaatkan sistem teknologi dan
informasi, serta meningkatkan kode etik para petugas pajak untuk menciptakan
aparatur pajak yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Puspasari,
2016).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan aksi berupa usaha
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarakan peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah upaya proaktif
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Ekstensifikasi

pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah
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memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Kegiatan ekstensifikasi merupakan amanat dari Undang-Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dimana
dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perudang-
undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Petunjuk mengenai kriteria orang pribadi maupun badan yang harus
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdapat dalam ketentuan perpajakan.
Langkah yang dilakukan dalam program ekstensifikasi pajak ini mengarah pada
upaya-upaya pemerintah untuk menjangkau potensi yang belum terjangkau, upaya
dari program ekstensifikasi pajak diarahkan tepat pada tujuan, yaitu masyarakat
yang telah memenuhi syarat dalam ketentuan perpajakan tetapi belum atau tidak
mendaftarkan diri mereka sebagai Wajib Pajak. Kepemilikan NPWP merupakan
salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam upaya program
ekstensifikasi pajak. (Kawung, 2014).

Program ekstensifikasi Wajib Pajak tetap perlu dilakukan walaupun
Indonesia menganut sistem pemungutan pajak secara self assesment. Hal ini
dilakukan untuk menjamin agar setiap masyarakat yang telah memenuhi
persyaratan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
Sasaran atau target dalam program ekstensifikasi ini adalah warga masyarakat
(baik orang pribadi maupun badan) yang telah memenuhi persyaratan sebagai
Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak tetapi belum mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP atau belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai



Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri sangat diperlukan agar pelaksanaan self
assesment system dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, pada kenyataannya
belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Dikarenakan masih banyak
Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran bahwa kewajiban perpajakan sangat
penting baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang
baik. Dalam beberapa kondisi keberadaan self assessment system itu sendiri dapat
memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak.
Sistem perpajakan dapat menjadi lumpuh tanpa adanya penelitian dan
pemeriksaan pajak, serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia tentang penerimaan pajak, dikatakan bahwa setiap tahunnya
penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan. Pemerintah telah mengambil
langkah-langkah kebijakan untuk memancing kesadaran masyarakat membayar
pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus),
dan masyarakat yang berperan sangat penting dalam upaya mengoptimalkan
penerimaan pajak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah
realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Hal ini terjadi dikarenakan
banyaknya jumlah warga negara yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP atau wajib pajak yang telah memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan Surat
Pemberitahuan (SPT). Melalui program ekstensifikasi ini diharapkan dapat

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat melakukan



pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP.

Seperti halnya yang terjadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, jumlah
Wajib Pajak (WP) terdaftar tiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 memang selalu mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak terdaftar
sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 128.268 WP, akan tetapi dengan
meningkatnya jumlah WP terdaftar ini, apakah kewajiban kepemilikan NPWP dan
program ekstensifikasi pajak sudah bisa dikatakan efektiv dan bisa berpengaruh
terhadap jumlah penerimaan pajak (KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2017).

Program kewajiban kepemilikan NPWP dapat dikatakan efektif apabila
telah memenuhi beberapa ukuran-ukuran khusus yang menjadi patokan. Ukuran
yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan kegiatan perpajakannya.

2. Mengikuti dengan benar prosedur-prosedur dan prinsip dari self assesment
system.

3. Menyediakan informasi yang relevan bagi para wajib pajak.

4. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan
surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran.

5. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi.

6. Adanya sanksi yang tepat bagi pelanggar kebijakan.

Kawung, Karamoy dan Pontoh (2014), melakukan penelitian terhadap
Analisis Efektivitas Penerapan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Sebagai Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil dari penelitian ini membuktikan

bahwa kegiatan penerapan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki



hubungan yang erat dengan ekstensifikasi pajak karena dengan adanya kegiatan
ekstensifikasi pajak, wajib pajak diarahkan agar memiliki Nomor Pokok Wajib
pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspasari (2016), terhadap Efektivitas
Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pontianak menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan
ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur, dan yang
salah satu yang menjadi faktor-faktor penghambat program ekstensifikasi tersebut
adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keengganan masyarakat untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “Analisis
Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung
Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak” dan

mengambil lokasi penelitian di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah
yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar tingkat
Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam
Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak.
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar tingkat
Efektivitas penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Sebagai Faktor Pendukung

Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan
memberikan bukti empiris tentang tingkat Efektivitas Kewajiban Kepemilikan
NPWP Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program

Ekstensifikasi Wajib Pajak.

b. Manfaat praktis
1. Bagi Akademisi
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya
dan sebagai bahan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan
Menjadi bahan pertimbangan agar dapat lebih memperhatikan hal- hal dan
kebijakan yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari

para wajib pajak.



3. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam
melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan
jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak.

4. Bagi Wajib Pajak
Bermanfaat membangun kesadaran dalam diri wajib pajak untuk
membayarkan pajak sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah
ditentukan.

5. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi

mengenai topik ini.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas mengenai pengertian pajak, Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), ekstensifikasi pajak, dan efektivitas. Selain itu, bab ini
juga menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian yang akan dilakukan, serta kerangka pemikiran yang akan
menjelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan saat melakukan
penelitian.

BAB 111l METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang sejarah singklat KPP, visi dan misi KPP, struktur
organisasi KPP, fungsi KPP, profil KPP, dan larangan sera kewajiban
dalam lingkungan KPP. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat hasil
penelitian dan analisis data serta pembahasan berupa interpretasi output

dari data yang telah diolah.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab penutup ini berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari
pembahasan sebelumnya beserta memberikan saran-saran kepada pihak

KPP  berdasarkan dengan kesimpulan vyang telah dibuat.
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